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PERATURAN BUPATI SRAGEN 

 

NOMOR 63 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan  Menteri  
Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sragenperlu diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sragen. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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 : 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 
24400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5243); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
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Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 541); 

13. Peraturan Daerah  Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sragen Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SRAGEN 

 

  Pasal  I 

Beberapa  ketentuan  dalam Peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2O15  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen, 
diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

BAB III 

HIBAH 

Bagian Kesatu 
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Umum 

Pasal 4 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah 

sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan  pemerintahan  wajib  
dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali 

ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 
perundang–undangan. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian 
sasaran program dan kegiatan  pemerintah daerah 

sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam  
mendukung terselenggaranya  fungsi 
pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat  
untuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah 
ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus 

menerus setiap tahun anggaran, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan; 

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah 
daerah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; dan 

d. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

  2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal  6 

(1) Hibah kepada Pemerintah  Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 5 huruf a diberikan 

kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian yang wilayah 

kerjanya berada dalam daerah yang 
bersangkutan. 

(2) Hibah  kepada pemerintah  daerah  lainnya  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 huruf b 
diberikan  kepada daerah  otonom  baru  hasil  
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah  kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara  

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 5 huruf c 
diberikan dalam rangka untuk  meningkatkan  
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pelayanan kepadamasyarakat sesuai dengan 
ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah 

sebagaimanadimaksud  dalam Pasal 5 huruf c 
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah 
yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah 

pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 5 huruf d diberikan 
kepada Badan dan Lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 
dibentuk  berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 
telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar 

yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat  

hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai  dengan perkembangan masyarakat, 
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah 

pusat dan/atau pemerintah daerah melalui 
pengesahan  atau penetapan  dari pimpinan 

instansi  vertikal  atau kepala satuan kerja 
perangkat daerah terkait sesuai  dengan 
kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan 
yangberbadan hukum  Indonesia sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 5 huruf d diberikan  kepada 

organisasikemasyarakatan yang berbadan hukum 
yayasan  atauorganisasi  kemasyarakatan yang 

berbadan  hukum perkumpulan  yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari 
kementerian  yang membidangiurusan hukum 

dan hak asasi manusia  sesuai peraturan  
perundang-undangan. 

(7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diterbitkan 
oleh Kepala SKPD berdasarkan wewenang yang 

diberikan oleh Bupati. 

  3. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal  7 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah 
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yang bersangkutan; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari 
lurah/kepala desa setempat  atau sebutan 

lainnya;  

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 
pemerintah daerah yang  bersangkutan; dan 

d. berbadan hukum Indonesia. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 6 ayat (6) 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. telah terdaftar pada kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia paling singkat 3 tahun, kecuali 

ditentukan lain  oleh peraturan perundang-
undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

pemerintah daerah yang  bersangkutan; dan 

c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang 
bersangkutan. 

(3) Hibah kepada badan dan lembaga ayat (1) huruf a 
dan huruf c, dimaksudkan bahwa hibah diberikan 

kepada pengurus badan dan lembaga tingkat 
kabupaten. 

  4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan BAB VIA 

KETENTUAN PERALIHAN dengan satu pasal yaitu 
Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIA 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42A 

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap: 

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah 
berbadan hukum sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui 
keberadaannya sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013; 

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah 

berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 
1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-

Perkumpulan Berbadan Hukum 
(Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) 
yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia dan konsisten 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, tetap diakui keberadaan dan 

kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak 
perlu melakukan pendaftaran  sesuai dengan 

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2O13; 
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c. Organisasi kemasyarakatan yang telah 
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang 
sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang  

Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai 
akhir masa berlakunya; dan 

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan 
oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing 

bersama Warga Negara Indonesia atau Badan 
Hukum asing yang telah beroperasi harus  
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O13 
diundangkan. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,  
hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 
dapat dilaksanakan sepanjang telah  dianggarkan  

dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah  
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati 

ini. 

(3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan 

sosial Tahun Anggaran 2O16 belum sesuai  
dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan  bantuan 
sosial Tahun Anggaran 2016 dapat  dianggarkan 

setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan 
Peraturan Bupati ini dan  ditetapkan dalam 

Perubahan APBD Tahun  Anggaran 2016. 

 

  Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dalam 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 

 

 

Ditetapkan di Sragen 

pada tanggal 26-7-2016 

 

BUPATI SRAGEN, 

 

TTD dan CAP 

 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 26-7-2016  

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

 

TTD dan CAP 

 

TATAG PRABAWANTO B. 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR  63 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda Kabupaten Sragen, 

 

 

JULI WANTORO, S.H., M.Hum. 

Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP. 19660706 199203 1 010 

 

 


